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RINGKASAN

KEWENANGAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA RISALAH
E-RUPS PERUSAHAAN TERBUKA BERDASARKAN
ASAS KEPASTIAN HUKUM

Ghea Rizky Olvia!, Saprudin,’
Magister Kenotariatan, Universitas Lambung Mangkurat, 105 halaman
Kata Kunci : Kewenangan Notaris, Risalah Rapat, e-RUPS, Perusahaan
Terbuka, Asas Kepastian Hukum

Melalui Pasal 77 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40
Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas telah memberikan peluang terhadap
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dengan pemanfaatan
teknologi dan informasi. Bagi Perusahaan Terbuka (Emiten yang melakukan
penawaran umum bersifat ekuitas atau Perusahaan Publik) pelaksanaan
RUPS nya diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan Republik Indonesia Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana
dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka
(POJK 15/2020), sedangkan pelaksanaan RUPS Perusahaan Terbuka secara
Elektronik, diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik
Indonesia Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum
Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (POJK 16/2020).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepastian hukum terhadap
kewenangan Notaris dalam pelaksanaan dan pembuatan akta risalah e-RUPS
Perusahaan Terbuka dari adanya konflik norma pada Pasal 77 ayat (4)
UU-PT dan Pasal 12 ayat (1) POJK 16/2020 serta menganalisis kewenangan
Notaris dalam menjamin kepastian hukum terhadap keabsahan akta risalah
e-RUPS Perusahaan Terbuka berdasarkan Pasal 9 POJK 16/2020 mengenai
ketidakhadiran peserta rapat secara fisik dan berdasarkan pada data elektronik
yang dilekatkan pada minuta akta.

Adanya frasa “kondisi tertentu” pada ketentuan Pasal 9 POJK 16/2020
yang memberikan peluang mengenai ketidakhadiran secara fisik baik
sebagian maupun seluruhnya dalam pelaksanaan e-RUPS masih belum
dijelaskan secara detail dalam POJK 16/2020, sehingga menimbulkan
kekaburan norma atau vague norm yang juga turut berdampak terhadap
kewenangan Notaris dalam menjamin keabsahan akta yang dibuatnya,
dikarenakan dalam konsep Undang-Undang Jabatan Notaris, harus ada unsur
‘Penghadap’, yaitu pihak yang berhadapan langsung dengan Notaris. Apabila
ketentuan kehadiran fisik sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf
m tidak dipenuhi, maka berdasarkan Pasal 16 ayat (9) UUJN-P 2/2014, akta
yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di
bawah tangan

I'NPM : 2220216320022
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KEWENANGAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA RISALAH
E-RUPS PERUSAHAAN TERBUKA BERDASARKAN
ASAS KEPASTIAN HUKUM

Ghea Rizky Olvia®, Saprudin,*
Magister Kenotariatan, Universitas Lambung Mangkurat, 105 halaman

ABSTRAK
Kata Kunci : Kewenangan Notaris, Risalah Rapat, e-RUPS, Perusahaan
Terbuka, Asas Kepastian Hukum

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menganalisis
kewenangan Notaris dalam pembuatan akta risalah e-RUPS Perusahaan
Terbuka berdasarkan asas kepastian hukum dengan menggunakan jenis
penelitian yuridis normatif, yang bersifat preskriptif untuk menjawab isu
hukum dengan menggunakan metode pendekatan konseptual terhadap
peraturan perundang-undangan dan yang berlaku maupun dari berbagai teori
serta pendapat ahli hukum, dengan tujuan untuk mendapatkan jawaban atas
permasalahan yang diangkat.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa dengan adanya
ketentuan yang diatur dalam Pasal 12 POJK 16/2020 mengenai ketentuan
risalah rapat yang harus dibuat dalam bentuk akta notariil oleh Notaris tanpa
memerlukan tanda tangan dari para peserta RUPS sudah sejalan dengan
ketentuan yang ada dalam Pasal 46 UUJN 30/2004 serta telah memberikan
kepastian hukum terhadap kewenangan Notaris dalam penyelenggaraan
Rapat Umum Pemegang Saham secara Elektronik (e-RUPS), meskipun
terdapat konflik norma antara POJK 16/2020 dan UU-PT 40/2007, namun
POJK 16/2020 melalui UU 4/2023 ditempatkan sebagai ketentuan yang
berlaku khusus (lex specialis) sementara UU-PT ditempatkan sebagai
ketentuan yang berlaku umum (lex generalis).

Pasal 8 ayat (1) huruf b POJK 16/2020 telah memberikan asas
kepastian hukum dan sejalan dengan norma yang ada di dalam Pasal 16 ayat
(1) UUJIN-P 2/2014, bahwa dalam setiap pembuatan akta notariil, kehadiran
secara fisik antara Notaris, Penghadap dan saksi wajib dipenuhi. Dengan tidak
adanya penjelasan detail mengenai “kondisi tertentu” sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 9 POJK 16/2020, maka untuk memenuhi ketentuan bentuk
risalah yang harus dibuat dalam bentuk akta notariil oleh Notaris, acuannya
tetap harus tunduk pada apa yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan
Notaris. Apabila ketentuan mengenai kehadiran fisik ini tidak dipenuhi, maka
berdasarkan Pasal 16 ayat (9) UUIN-P 2/2014, akta yang bersangkutan hanya
mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan. Untuk
keperluan pengawasan dan penegakan hukum, Notaris Pasar Modal perlu
menyatakan dalam akta mengenai penyerahan data elektronik oleh Penyedia
e-RUPS tidak melepaskan tanggung jawabnya dalam menjamin keabsahan
data elektronik pada pelaksanaan e-RUPS Perusahaan Terbuka.

3 NPM : 2220216320022
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AUTHORITY OF NOTARY IN THE MAKING OF MINUTES OF
ELECTRONIC GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
(E-GMS) FOR PUBLIC COMPANY BASED ON
PRINCIPLE OF LEGAL CERTAINTY
By:

Ghea Rizky Olvia®, Saprudin,®
Master of Notary, Lambung Mangkurat University, 102 pages

ABSTRACT

Keywords: Authority of Notary, Minutes of Meeting, e-GMS, Public Company,
Principle of Legal Certainty

The purpose of this research is to analyze the authority of a notary in the making of
minutes of e-GMS for public companies based on the principle of legal certainty
using the research of type namely normative juridical. The characteristic of this
research is prescriptive. The research findings indicate that the provisions in Article
12 of Regulation of Financial Services Authority (POJK 16/2020), which require
minutes of meeting to be drawn up in the form of notarial deed by a notary without
requiring signatures of the GMS participants, are in accordance with Article 46 of
Notary Position Act (UUJN 30/2004). This alignment provides legal certainty for
the authority of a notary in conducting Electronic General Meetings of Shareholders
(e-GMS). Despite the conflict of norms between POJK 16/2020 and Limited
Liability Comany Act (UU-PT 40/2007), but POJK 16/2020 through Act 4/2023, is
placed as a specific regulation (lex specialis) while UU-PT is treated as a general
regulation (lex generalis). Article 8 paragraph (1) letter b of POJK 16/2020 upholds
the principle of legal certainty and aligns with the norms in Article 16 paragraph
(1) of UUJN-P 2/2014, which mandates the physical presence of the notary, the
appearing parties, and witnesses in every notarial deed. Without detailed
explanations of "certain conditions" as mentioned in Article 9 of POJK 16/2020,
the requirement for minutes to be in the form of a notarial deed must adhere to the
provisions of the Notary Position Act. If the physical presence requirement is not
met, the deed in question will only have the evidentiary power of an unnotarized
deed, as stated in Article 16 paragraph (9) of UUJN-P 2/2014. For supervision and
law enforcement purposes, a Capital Market Notary must state in the deed that the
submission of electronic data by the e-GMS Provider does not exempt them from
the responsibility of ensuring the validity data during the e-GMS of public
company.
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